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I. UMUM 

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat 
berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah yaitu 
dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun 
bagi masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki tambahan pendapatan 
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. 
Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil 
devisa bagi pembangunan ekonomi. Namun demikian pada prinsipnya 
pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih 
luas bagi suatu Negara.  

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan Pariwisata yang artinya semua kegiatan dan urusan 
yang ada kaitannya dengan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, 
pengawasan pariwisata baik yang dilakukan pemerintah, pihak swasta 
dan masyarakat. Pengembangan Kepariwisataan dilaksanakan 
berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, 
keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, 
demokratis, kesetaraan dan kesatuan. 

Pembangunan Kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Tengah 
merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisataan 
Nasional. Sumber-sumber potensi kepariwisataan baik yang berupa 
Daya Tarik Wisata, kekayaan alam, budaya, Fasilitas Pariwisata, 
Industri Jasa Pariwisata dan lainnya merupakan modal dasar bagi 
pembangunan Kepariwisataan Daerah. 

Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk 
meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan 
kerja, mendorong pembangunan daerah serta memupuk rasa cinta 
budaya bangsa dan cinta tanah air. 

Untuk mencapai hasil pembangunan di bidang Kepariwistaan yang 
optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan 
bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi, disamping adanya 
koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi pemerintah, 
masyarakat dan dunia usaha. 

Pembangunan kepariwisataan daerah perlu tetap melestarikan 
lingkungan, nilai-nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan 
kualitas lingkungan hidup, memperkukuh jati diri, serta tetap 
memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan dan keagamaan. 
Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki 
peranan penting demi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan 
kepariwisataan daerah. 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu disusun pedoman 
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi 
(RIPPARPROV) Kalimantan Tengah dengan Peraturan Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas 

Pasal 2 

 Cukup jelas 

Pasal 3 

 Cukup jelas 

Pasal 4 

 Cukup jelas 

Pasal 5 

 Cukup jelas 

Pasal 6 

 Cukup jelas 

Pasal 7 

 Cukup jelas 

Pasal 8 

Huruf a  

Penetapan perwilayahan DPP merupakan penjabaran kebijakan 
pusat didaerah dan potensi internal daerah yang memiliki 
karakter dan tema produk wisata dominan dan melekat sebagi 
pencitraan kawan tersebut 
 

Huruf b  

 Cukup jelas 

Huruf c  

 Cukup jelas 

Huruf d 

 Cukup jelas 

Huruf e  

 Cukup jelas 

Huruf f  

  Cukup jelas 

Pasal 9 

 Ayat (1)  

  Cukup jelas 

 Ayat (2)  

  Cukup jelas 
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Pasal 10 

 Cukup jelas 

Pasal 11 

 Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata” adalah Daya 
Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman budaya, 
sejarah  dan keunikan lingkungan alam. 

Huruf a  

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah 
Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan 
keunikan lingkungan alam. 

 Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:  

1) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi 
keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di 
wilayah perairan laut, contoh: Pantai Lunci, Pantai 
Ujung pandaran dan sebagainya.  

2) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi 
keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di 
wilayah daratan, yang berupa antara lain:  
a) pegunungan dan hutan alam/taman Wisata 

alam/taman hutan raya, contoh: Gunung Lumut, 
Gunung Pararawen dan sebagainya.  

b) perairan sungai dan danau, contoh: Danau Sadar, 
Danau Sembuluh, dan sebagainya.  

c) Pertanian dan perkebunan, contoh: agro Basarang 
dan sebagainya.  

Huruf b  

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” 
adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa 
dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.  

Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, 
meliputi:  

1) Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud 
(tangible), yang berupa antara lain:  

a) cagar budaya, yang meliputi:  

(1) benda cagar budaya adalah benda alam 
dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak 
maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau 
kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-
sisanya yang memiliki hubungan erat dengan 
kebudayaan dan sejarah perkembangan 
manusia, contoh: Mandau, Garantung, dan 
sebagainya.  

(2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan 
yang terbuat dari benda alam atau benda 
buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan 
ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, 
dan beratap.  
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(3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan 
yang terbuat dari benda alam dan/atau benda 
buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan 
ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, 
sarana, dan prasarana untuk menampung 
kebutuhan manusia.  

(4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di 
darat dan/atau di air yang mengandung benda 
cagar budaya, bangunan cagar budaya, 
dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil 
kegiatan manusia atau bukti kejadian pada 
masa lalu.  

(5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang 
geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar 
budaya atau lebih yang letaknya berdekatan 
dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang 
khas.  

b) perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi 
budaya masyarakat yang khas  

c) Museum, contoh: Museum Balanga, Musium Kayu 
dan sebagainya.  

 
2) Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (intangible), 

yang berupa antara lain:  
a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan 
aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu 
area/tempat, contoh: Wara, Balian, Tiwah dan 
sebagainya.  

b) Kesenian, contoh: tari Giring-giring, tari mandau 
dan sebagainya.  

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan 
manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang 
merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan 
kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata 
alam dan Wisata budaya.  

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, 
selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:  

1) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema,yaitu 
fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk 
rekreasi, hiburan (entertainment) maupun penyaluran 
hobi, contoh: taman bertema (theme park)/ taman 
hiburan air (waterpark).  

2) fasilitas rekreasi dan olahraga.  

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat 
dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis 
atau kategori kegiatan Wisata, antara lain:  
a) Wisata agro (farm tourism);  
b) Wisata kreatif(creative tourism);  
c) Wisata kapal pesiar (cruise tourism);  
d) Wisata petualangan (adventure tourism);  
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e) Wisata kuliner (culinary tourism);  
f)   Wisata budaya (cultural tourism);  
g) Wisata sejarah (heritage tourism);  
h) Wisata ekologi (ecotourism/wild tourism);  
i)   Wisata pendidikan (educational tourism);  
j)   Wisata massal (mass tourism);  
k)  Wisata pertemuan, perjalanan insentif, 

konferensi dan pameran (meeting, incentive, 
convention, and exhibition tourism);  

l) Wisata kesehatan (medical tourism/wellness 
tourism); 

 Wisata alam (nature-based tourism);  
m) Wisata religi (religious tourism/pilgrimage 

tourism);  
n) Wisata budaya kekinian (pop culture tourism);  
o) Wisata desa (rural tourism);  
p) Wisata olahraga (sport tourism);  
q) Wisata kota (urban tourism); dan  
r) Wisata relawan (volunteer tourism).  

 Ayat (2)  

Huruf  a  
Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya 
Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang 
dilakukan dengan membuka dan membangun Daya 
Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum 
berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka 
mengembangkan peluang pasar yang ada.  
 
Huruf  b  
Yang dimaksud dengan “pembangunan Daya Tarik 
Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan 
dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang 
sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas 
segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan 
wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau 
pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti 
(nucleus) yang sama.  

 
Huruf c  
Yang dimaksud dengan “peningkatan pemantapan Daya 
Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang 
dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru 
yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap 
peluang pasar baru.  
 
Huruf d  
Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” 
adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan 
perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang 
ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga 
keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya 
saing daya tarik untuk menarik pangsa pasar yang 
sudah ada maupun peluang pasar Wisata baru. 
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 Ayat (3)  

  Cukup jelas 

Pasal 12 

 Cukup jelas 

 

Pasal 13 

 Cukup jelas 

Pasal 14 

 Cukup jelas 

Pasal 15 

 Cukup jelas 

 

Pasal 16 

 Cukup jelas 

Pasal 17 

 Cukup jelas 

Pasal 18 

 Cukup jelas 

Pasal 19 

 Cukup jelas 

Pasal 20 

 Cukup jelas 

Pasal 21 

 Cukup jelas 

Pasal 22 

 Cukup jelas 

Pasal 23 

 Cukup jelas 

Pasal 24 

 Cukup jelas 

Pasal 25 

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah kemudahan yang 
diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan 
baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan 
investasi.  

Pasal 26 

Yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah pengurangan 
kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor 
berupa penambahan pajak, pembatasan fasilitas pendukung. 

Pasal 27 

 Cukup jelas 
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Pasal 28 

 Cukup jelas 

Pasal 29 

 Cukup jelas 

Pasal 30 

 Cukup jelas 

Pasal 31 

 Cukup jelas 

 

Pasal 32 

 Cukup jelas 

Pasal 33 

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata“ adalah pencitraan 
pariwisata yang berbisikan pada pencitraan provinsi.  

Pasal 34 

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal“ adalah 
jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam 
kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif 
singkat  

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar “ adalah jenis 
wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang 
berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama 
tinggal relatif panjang 

Pasal 35 

 Cukup jelas 

Pasal 36 

 Cukup jelas 

Pasal 37 

 Cukup jelas 

Pasal 38 

 Cukup jelas 

Pasal 39 

 Cukup jelas 

Pasal 40 

 Cukup jelas 

Pasal 41 

 Cukup jelas 

Pasal 42 

 Cukup jelas 

Pasal 43 

 Cukup jelas 
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Pasal 44 

 Cukup jelas 

Pasal 45 

 Cukup jelas 

Pasal 46 

 Cukup jelas 

Pasal 47 

 Cukup jelas 

Pasal 48 

 Cukup jelas 

 

Pasal 49 

 Cukup jelas 

Pasal 50 

 Cukup jelas 

 

Pasal 51 

 Cukup jelas 

Pasal 52 

 Cukup jelas 

Pasal 53 

 Cukup jelas 

Pasal 54 

 Cukup jelas 

Pasal 55 

 Cukup jelas 

Pasal 56 

 Cukup jelas 

Pasal 57 

 Cukup jelas 

Pasal 58 

 Cukup jelas 

Pasal 59 

 Huruf a: 

Yang dimaksud Organisasi Kepariwisataan adalah institusi 
baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang 
berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan 
Kepariwisataan.  

 Huruf b 

   Cukup jelas 
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Pasal 60 

 Cukup jelas 

Pasal 61 

 Cukup jelas 

Pasal 62 

 Cukup jelas 

Pasal 63 

 Ayat (1)     

  Cukup jelas 

 Ayat (2)     

  Cukup jelas 

 Ayat (3)     

  Cukup jelas 

  

Ayat (4)   

 Huruf a 

  Cukup jelas 

 Huruf b 

  Cukup jelas   

 Huruf c   

yang dimaksud dengan sertifikasi profesi bidang 
kepariwisataan hádala sertifikasi profesi dibidang 
kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 62 

 Cukup jelas 

Pasal 63 

 Cukup jelas 

Pasal 62 

 Cukup jelas 

Pasal 64 

 Cukup jelas 

Pasal 65 

 Cukup jelas 

Pasal 66 

 Cukup jelas 
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